TIME LINE PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No Uraian Tahapan Jadwal Keterangan

1 2 3 4

1 | Penyusunan Kajian Naskah 01 Agustus 2021 Dinas Komunikasi dan
Akademik Rancangan Peraturan Informatika Provinsi
Daerah tentang Sistem Kepulauan Bangka
Pemerintahan Berbasis Belitung
Elektronik

2 | Rapat Pembahasan Rancangan | 24 Agustus 2021 Dinas Komunikasi dan
Peraturan Daerah tentang Informatika Provinsi
Sistem Penyelenggaraan Kepulauan Bangka
Pemerintahan Berbasis Belitung
Elektronik (SPBE)

3 | Penyusunan Rancangan 25 Agustus s.d 21 | Dinas Komunikasi dan
Peraturan Daerah tentang Oktober 2021 Informatika Provinsi
Sistem Penyelenggaraan Kepulauan Bangka
Pemerintahan Berbasis Belitung
Elektronik (SPBE)

4 | Penyampaian Rancangan 04 Oktober 2021 Dinas Komunikasi dan
Peraturan Daerah tentang Informatika Provinsi
Sistem Penyelenggaraan Kepulauan Bangka
Pemerintahan Berbasis Belitung
Elektronik (SPBE)

5 | Advokasi Rancangan Naskah 22 Oktober 2021 Dinas Komunikasi dan
Akademik dan Rancangan Informatika Provinsi
Peraturan Daerah tentang Kepulauan Bangka
Sistem Penyelenggaraan Belitung
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

6 | Penetapan Program 26 November 2021 | DPRD Provinsi Kepulauan
Pembentukan Peraturan Daerah Bangka Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2022

7 | Rapat Koordinasi 17 Februari 2022 Biro Hukum Sekretariat
Penyempurnaan Materi Muatan Daerah Provinsi
atas Rancangan Peraturan Kepulauan Bangka
Daerah tentang Sistem Belitung
Penyelenggaraan Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

8 | Pansus DPRD Provinsi 26 April s.d 27 April | Provinsi Sumatera Selatan

Kepulauan Bangka Belitung
Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

2022

23 Mei s.d 24 Mei
2022

Provinsi Jawa Barat

07 Juni 2022 Kementerian Dalam
Negeri

22 Juni 2022 Kementerian Komunikasi
dan Informatika

08 Juli 2022 Provinsi DKI Jakarta

18 Juli 2022 Ruang Rapat Banmus
DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

19 Juli 2022 Ruang Rapat Banmus

DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




No Uraian Tahapan Jadwal Keterangan

1 2 3 4

9 | Usulan Fasilitasi Rancangan 05 September Aplikasi e-Perda
Peraturan Daerah tentang 2022 Kementerian Dalam
Sistem Penyelenggaraan Negeri
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

10 | Workshop Fasilitasi Rancangan | 15 September Dinas Komunikasi dan
Peraturan Daerah tentang 2022 Informatika Provinsi
Sistem Penyelenggaraan Kepulauan Bangka
Pemerintahan Berbasis Belitung
Elektronik (SPBE)

11 | Paripurna Penetapan 30 September DPRD Provinsi Kepulauan
Persetujuan Rancangan 2022 Bangka Belitung
Peraturan Daerah tentang
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) menjadi
Peraturan Daerah tentang
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

12 | Hasil Fasilitasi Rancangan 10 Oktober 2022 Kementerian Dalam
Peraturan Daerah tentang Negeri
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

13 | Penetapan Peraturan Daerah 11 s.d 31 Oktober | Biro Hukum Sekretariat

tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)

2022

Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Drs. Sudarman, M.M.S.I.
NIP. 196409151990021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Oktober 2022

Nomor : 188.34/7094/0TDA Yth. Pj. Gubernur Kepulauan
Sifat : Penting Bangka Belitung
Lampiran : 1 (satu) berkas C
Hal - . Fasilitasi Rancangan Peraturan di
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tentang Sistem Pangkalpinang

Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 180/0839/lll tangga! 5 September 2022 Hal
Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, dengan hormat
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah dilakukan
pengkajian secara yuridis formal dan materiil.

2. Hasil pengkajién dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimaksud agar dapat ditetapkan dan
dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Lembaran
Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur
Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n Menteri Dalam Negeri
Rih:Diréktur Jenderal Otonomi Daerah

A

..

rl

Tembusan: _ T
1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



LAMPIRAN SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR . 188.34/7094/0TDA
TANGGAL 10 Oktober 2022

AHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN B

UNG

PR s oy e 1 B it ot
PERATURAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA | Dilakukan penyempurnaan redaksional

NOMOR

TAHUN 2022 BELITUNG pada judul berdasarkan penjelasan

NOMOR TAHUN 2022 angka 8§ Undang-Undang Nomor 23

TENTANG Tahun 2014 fentang Pemerintzhan
TENTANG Daerah.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,

transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan
terparcaya, diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

bahwa Peraturan Dasrah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan daerah;

bahwa tata kelola, .manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
perlu dibangun berdasarkan keterpaduan, efisiensi serta manfaat:
bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi
Bangka Belitung, perlu diatur dalam Peraturan Daerah; :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan hutuf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Sistem
Kepulauan

Menimbang:
a.

bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya,
diperiukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 61 Ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemetintahan Berbasis Elektronik, guna
mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan sehingga
terciptanya good governance terkait dengan teknoclogi
informasi dan komunikasi

bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Teknologi . Informasi  dan
Komunikasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan daerah, sehingga perlu
disesuaikan:; '
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, dan ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerinfahan
Berbasis Elektronik;

Perbaikan konsideran menimbang
sesuai saran penyempurnaan.




Mengingat

2,

10.

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun

1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statistik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 fentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nnomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033); '
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838),
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik { Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2008 Nomaor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846},
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubzh dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
fentang Pembentukan Perafuran Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara
Repubiik [ndonesia Momor 6398);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geopasial
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 489,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara . Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang
— Undang Nomer @ Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Momro 5679,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Rebupblik Indonesia Tahun 2014

2.

Mengingat:
1.

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik iIndonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1997
Nomor - 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3683},

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2000
Nnomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan Transaksi Elekfronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838),

sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang
— Undang Nomer 12 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elekironik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5952},
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara
Republik Indoenesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sehagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Undang-Undang MNomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 6398);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geopasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Perbaikan tahun pada angka 2.




1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Nomor 292, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Statistik { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 88,

‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 fentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357};

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistemn dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik |
11.

Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemefintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi
Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Normor 78);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesa Nomor 5348);

Peraturan Presiden Republik Indonhesia Nomar 39 Tahun 2019 tentang

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2019
Nomor 112);

12,

14.

10.

13.

15,

Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah
beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) '
Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
teiah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Rebupblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Statistik ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomar 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tenfang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
fentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5148);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 6400);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana

23 Tahun 2014 tentang

Perbaikan redaksional
mengingat sesuai
penyempurnaan.

konsideran
saran




16.

17.

18.

R0,

telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Permerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik - Indonesia Tahun 2019 Nomeor 187, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomeor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Perafuran Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik {Lembaran Negara Republik

- Indonesa Nomar 5348);
19,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2018 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 112},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157):

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  DAERAH TENTANG  PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN  BERBASIS ELEKTRONIK
PROVINS] KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

PEMERINTAH

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Perbaikan
penyempurnaan.

sesua

saran




MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan;

1.

2.
3
4

o~ o

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di
Daerah Provinsi. _

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas adalah Dinas Kemunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintaban yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi. :

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Komunikasi adalah penyampaian informasi darf suatu pihak ke pihak lain melalut media
perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, danfatau
menyebarkan informasi serta kemunikasi.

Informatika adalah pemanfaatan perangkat — perangkat berkemampuan komputasi
dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemprosesan, pengarsipan dan
penyebaran informasi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda - tanda yang
mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasan yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elekironik maupun
nonelektronik.

Informasi dan dokumentasi publik adalah Informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serfa Informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Komunikasi publik adalah semua bentuk aktivitas penyampaian dan/atau tukar menukar

Angka 1 sampai dengan angka 10 tetap.

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya
disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,
menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, danfatau menyebarkan informasi serta
komunikasi.

Angka 12 sampai dengan angka 49 tetap.

Perbaikan redaksional sesuai dengan
UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.




28.

29.
30.

31.

32.

33.

34
35.

36.

37.

38.

40.
41,
42.

43.

44,

Pusat Data adalah suatu ruangan yang dirancang sedemikian rupa yang digunakan
untu menempatkan sistem komputer dan komponen — komponen terkaitnya, seperti
sitem telekomunikasi dan penyimpanan data.

Walidata adalah pemilik data sesuai sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian,
dan analisa serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam
penyelenggaraan statistik.

Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan unfuk memenuhi
kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas — tugas pemerintahan
dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan
Masyarakat adalah seturuh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang
perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima
manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perangkat lunak adalah istilah khusus untu data yang diformat dan disimpan secara
digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa
dibaca, dan ditulis cleh komputer. '

Repository adalah tempat penyimpanan kumpulan software/aplikasi yang dapat diunduh
untuk digunakan.

Server adalah sebuah sister komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam
sebuabh jaringan komputer.

Website adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan
komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi
terformat yang bisa dihubungkan kehalaman informasi lainnya.

Domain adalah wilayah otonom administrasi, wewenang atau kendali pada internet.
Subdomain adalah sub wilayah otonomi administrasi, wewenang atau kendali pada
internet

Internet Profocol yang selanjutnya disingkat IP adalah lapisan internetwork yang
digunakan oleh protocol TCP/ IP untuk melakukan pengamatan dan routing paket data
antar host — host di jaringan komputer berbasis TCP/IP atau sistem pengamatan di
jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret
bilangan mulai dari 0.0.0.1 sampai dengan 255.255.255.255 (IP versi 4) atau 6 deret
bilangan hexa (IP versi 8) mulai dari 0.0.0.0 sampai dengan FFF. FFF. FFF. FFF. FFF,
FFF.

Internet adalah merupakan jaringan komputer global yang saling berinteraksi antara
satu dengan yang lainnya.

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan
dalam suatu organisasi.

Jaringan Komunikasi adalah suatu jaringan yang terdiri dari individu — individu yang
saling berhubungan, yang dihubungkan oleh arus komunikasi yang terpola

Aplikasi adalah suatu subsistem perangkat lunak komputer yang memanfaatkan
kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan
pengguna.

Kode sumber adalah kode — kode kunci pada database yang digunakan untuk
pengembangan dan perubahan database.
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Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan
kembali data atau data serta fungsi — fungsi penting Sistem Informasi yang terganggu
atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan cleh alam dan / atau manusia.
Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan sistem informasi yang dilaksanakan
dengan menerapkan konsep, teori, dan seni dari ilmu kripto beserta iimu pendukung
lainnya secara sistematis, metodolegis dan konsisten serta terikat pada etika profesi
sandi.

Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan tindakan untuk mewujudkan
keamanan informasi,

Bandwidth adalah kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk
mentransfer data dalam hitungan detik.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstrukiur dan saling terkait dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi instanst pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE yang berkuahtas di
Daerah sesual dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Do

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.

Meningkatkan efisiensi SPBE.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
Meningkatkan nilai guna pemanfaatan layanan SPBE di Daerah.

Membangun fondasi ekosistem provinsi digital

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

a.
b.
c.
d.
e.

f

Meningkatkan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. .
Meningkatkan efisiensi SPBE.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
transparan dan akuntabel.

Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya.

Meningkatkan nilai guna pemanfaatan layanan SPBE di
Daerah.

Membangun fondasi ekosistem provm5| dlgltal

Perbaikan sistematika penuiisan.

Ll

BAE 1l
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mehputl

tata kelola penyelenggaraan SPBE;

penerapan manajemen SPBE dan pelaksasanaan audit TIK;
layanan SPBE, partisipasi, sinergitas, kerjasama dan kemitraan; dan
pembinaan, pengawasan danh pengendalian.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Pesraturan Daerah ini
meliputi:

a.
b.

c.

tata kelola penyelenggaraan SPBE;

penerapan manajemen SPBE dan pelaksasanaan audit
TIK;

layanan SPBE, partisipasi, sinergitas, kerjasama dan
kemitraan: dan

pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bab dan Judul Bab dihepus sesuai
dengan UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan . Peraturan
Perundang-Undangan.

Perbaikan sistematika penulisan.

Urutan Bab menyesuaikan.

L

BAB ill
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

BAB II
TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SPBE

Bagian Kesatu
Umum




Pasal 5

1} Tata kelola penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
merupakan kerangka kerja yang memastikan teriaksananya pengaturan, pengarahan,
dan pengendalian SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi.

2) Tata kelola penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan azas:

efisiensi;

transparansi;

akuntabilitas:

keamanan;

kesinambungan

keterpaduan;

integrasi;

interoperahilitas;

partisipasi;

manfaat;

menyeluruh; dan

. berkeadilan.

(3) Penyusunan tata kelola penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komuntkasi dan informatika.

4) Tata kelola penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
meliputi; '

kebijakan;

perencanaan,

koordinasi;

domain, sub domain, portal, situs web;

infrasturitur;

pusat data;

sistem elekironik; _

pembangunan dan pengembangan aplikasi;

keamanan; dan

sumber daya manusia.

AT TS@ RO R0 oW
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Bagian Kedua
Kebijakan SPBE

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah Provinsi malaksanakan dan melakukan penguatan kebijakan SPBE
sesuai dengan kewenangannnya.
2} Pelaksanaan dan penguatan Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Tetap
diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan SPBE di Daerah.
3} Kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayaf (1) terdiri atas:
a. kebijakan Makro,
b. kebijakan Meso; dan
c. kebijakan internal.




5)

(6)
7)

Kebijakan makro sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, merupakan peraturan

perundang - undangan yang lebih luas untuk mengatur kepentingan pihak — pihak lain
dalam pemanfaatan layanan SPBE.

Kebijakan meso sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b, merupakan peraturan

perundang — undangan yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Instansi

Pusat dalam pelaksanaan SPBE di Daerah.

Kebijakan internal sebagaimana dimaksud payda Ayat (3) huruf ¢, merupakan kebijakan
internal Pemerintah Daerah Provinsi terkait pelaksanaan SPBE.

Kebijakan internal sebagaimana dimaksud pada Ayat (8}, disusun oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika,
persandian dan statistik dalam bentuk peraturan gubernur, keputusan gubernur dan/ atau
dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang — undangan.

3)

4)

Bagian Ketiga
Perencanazan

Paragraf 1
Rencana Induk SPBE

Pasal 7
Pemerintah Daerah Provinsi menetapkan Rencana Induk -SPBE (masterplan} dengan
berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional.
Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada Ayat {1} paling sedikit rnemuat
visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
arah kebijakan SPBE;
strategi SPBE; dan
arsitektur SPBE;
peta rencana SPBE.
rencana dan anggaran;
proses bisnis; dan
. data dan informasi.
Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun berdasarkan
rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rehncana pembangunan jangka
menengah daerah, berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.
Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan
secara kolaboratif antar Perangkat Daerah dan dlkoordlnaskan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi perencanaan.
Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disusun berdasarkan
analisis cetak hiru proses pentahapan, kondisi dan situasi lingkungan internal dan

S meapow

-eksternal saat ini, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi informasi

dan komunikasi, kemampuan keuangan daerah, kebufuhan aplikasi layanan saat ini dan
pengembangan dimasa depan.

Ketentuan |lebih [anjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Gubernur.

Tetap




(3}

Paragraf 2
Arsitektur SPBE

Pasal 8

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi bertujuan untuk memberikan panduan
dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan
Keamanan SFPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu antara Pusat dan
Daerah.

Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mendeskripsikan subtansi
arsitektur yang memuat:

a. domain arsitekiur Proses Bisnis;

b. domain arsitektur Data dan informasi;

¢. domain arsitekiur Infrastruktur SPBE;

d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;

e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

f. domain arsitektur Layanhan SPBE.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun untuk jangka waktu 5 {lima) tahun,
dan dapat diriviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewakfu — waktu
sesuai kebutuhan dengan syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang —
undangan. .

Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dengan Arsitektur
SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Tetap

oo a0 o

Paragraf 3
Peta Rencana SPBE

- Pasal @
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi disusun dengan berpedoman pada
Peta Rencana SFBE Nasional, Arsitekiur SPBE Pemerintah Provinsi, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
disusun dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE Pemerintah Daerah.
Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provmsn disusun untuk jangka waktu & (lima)
tahun dan ditetapkan oleh Gubernur.

(4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat:

. tata kelola SPBE;

manajemen SPBE;

layanan SPBE;

infrastruktur SPBE;

aplikasi SPBE;

keamanan SPBE; dan

audit teknologi informasi dan komunikasi.

Tetap




3)

Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah Provinsi dengan
Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi
dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur
negara.

Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi dapaf diriviu pada paruh wakfu dan tahun
terakhir pelaksanaan atau sewakiu - wakiu sesuai kebutuhan dengan syarat dan
ketentuan berdasarkan peraturan dan perundang — undangan.

{1
2)

(3)

Paragraf 4
Rencana dan Anggaran

Pasal 10
Rencana dan anggaran SPBE disususun sesuai dengan proses perencanaan dan
penganggaran tahunan Pemerintah Daerah Provinsi.
Pemerintah Provinsi menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf f dengan berpedoman pada Arsitektur dan Peta Rencana
SPBE Pemerintah Provinsi.
Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran
SPBE Pemerintah Daerah Provinsi di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah,.

Tetap

1)
(2)

(4)

Paragraf 5
Proses Bishis .

Pasal 11
Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung
pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terpadu.
Untuk menyelaraskan penyusunan proses bisnis Perangkat Daerah dikoordinir oleh
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang organisasi.
Untuk menyelaraskan penyusunan proses bisnis Daerah dengan Nasional, Gubernur
berkoordinasi dan berkonsuitasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Aparatur Negara. dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan Dalam Negeri
Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur

Tetap

Paragraf 6
Data dan Informasi

Pasal 12
Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan/ atau yang diperoleh dari
masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi menggunakan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam SPBE
Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat {2) dilakukan dengan
mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat danfatau Pemerintah
Daerah Provinsi berdasarkan fujuan, cakupan, penyediaan, akses dan pemenuhan

Tetap




6)

7)

standar interoperabilitas.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disediakan dan dikelola oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan
diintegrasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemermtahan
bidang komunikasi dan informatika.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) bertanggungjawab atas
keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang
bersifat strategis dan / atau rahasia.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. berdasarkan standar data dan informasi;

b. herbagi pakai data dan informasi;

¢. mudah diakses; dan

d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi dalam
SPBE diatur dengan peraturan gubernur,

Bagian Keempat
Koordinasi SPBE dan GCIO

Pasal 13

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan pengelolaan SPBE, Gubernur

Bagian Keempat
Koordinasi SPBE dan GCIO

Pasal 13
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan

Materi muatan disesuaikan berdasar
ketentuan pasal 61 Perpres No
95/2018.

Keputusan Gubernur.

a. pemerintah Daerah, yang diketuai oleh Sekretaris
Daerah
b. akademisi
c. perwakilan pelaku usaha; dan
d. perwakilan masyarakat.
4) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

ditetapkan dengan Kepuiusan Gubernur.

membentuk: pengelolaan SPBE, Gubernur membentuk:.
a. tim Koordinasi SPBE Daerah ; dan a. Koordinator SPBE Daerah ; dan
b. government Chief Information Officer. b. Government Chief Information Officer (GCIO).
Pasal 14 Pasal 14 Materi muatan disesuakan berdasar
1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berfungsi sebagai (1) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal | ketentuan pasal 61 Perpres No
wadah koordinasi menghimpun aspirasi pengelola SPBE dan penyelenggara Sistem | 13 huruf a berfungsi sebagia wadah koordinasi | g5/9018.
Elektronik dalam proses perencanaan, operasional, monitoring dan evaluasi program dan menghimpun  aspirasi  pengelola  SPBE  dan
kegiatan strategis SPBE pada Perangkat Daerah. penyelenggara Sistem Elektronik dalam proses
2) Tim Koordinasi SPBE dapat melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi kebijakan perencanaan, operasional, monitoring dan evaluasi
sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan di bidang Teknologl Informasi dan | program dan kegiatan strategis SPBE pada Perangkat
Komunikasi di Provinsi. Daerah;
(3} Anggota Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdlr: dari unsur:  {2) Koordinator SPBE dapat melakukan pengkajian,
a, pemerintah Daerah, yang diketuai oleh Sekretaris Dacrah memberikan rekomendasi kebijakan sebagai bahan
b. akademisi pertimbangan pengambilan keputusan di  bidang
c. perwakilan pelaku usaha; dan, Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi;
d. perwakilan masyarakat. (3) Anggota Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada
(4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan | ayat (1), terdiri dari unsur:




1}

2)

3)

Pasal 15
Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
berfungsi sebagai keordinator inisiatif TIK Provinst dan Kabupaten/ Kota dan melakukan
riview berkala atas pelaksanaan SPBE di Daerah. '
Government Chief.Information Officer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh
Kepala Dinas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika
dengan anggota Kepala Perangkat Daerah.

Government Chief Information Officer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur

Pasal 15

1) Government Chief Information Officer sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berfungsi sebagai
koordinator inisiatif TIK Provinsi dan melakukan riview
berkala atas pelaksanaan SPBE di Daerah. -

2) Government Chief Informalion Officer sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas
penyelenggara urusan pemerintahan di  bidang
komunikasi dan informatika dengan anggota Kepala
Perangkat Daerah.

3) Government Chief Information Officer sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Perbaikan sistematika penulisan, dan
penghapusan kata Kabupaten/Kota
sesuai dengan Penjelasan angka 8 UU
Nomor 23 Tahun 2014 bahwa batas-
batas yurisdiksi daerah bersangkutan.

(1)

(3)

4)
(5)

Bagian Kelima
Domain, Sub Domain, Portal dan Situs Web

Pasal 16
Gubernur mendaftarkan Nama Domain Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat.
Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alamat Domain
resmi Pemerintah Provinsi,
Pembuatan Nama Sub Domain bagi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahah bidang komunikasi dan informatika
Gubernur menetapkan nama Sub Domain yang digunakan Perangkat Daerah
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Provinsi

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika.

Tetap

Pasal 17

Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan Nama Domain tingkat tinggi Indonesia (.id)
yang didaftarkan melalui registrasi Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi.

Tetap

1)

. Pasal 18
Portal situs web resmi Pemerintah Provinsi dengan alamat www.babelprov.go.id.
Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan dan / atau menggunakan Portal situs web

resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative meliputi:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; dan

c. sanksi kepegawaian sesuai ketentuan dan peraturan perundang -undangan.
Pengelolaan portal sifus weh Pemerintah Provinsi dan situs web resmi seluruh Perangkat
Daerah dilaksanakan cleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan domain, subdomain, portal dan
situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dengan peraturan Gubernur

Tetap




Bagian Keenam
Infrastruktur
Pasal 19
1) Pemerintah Provinsi menyediakan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dafam Tetap
Pasal 9 ayat (4) huruf d yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.
2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar
interoperabilitas, keamanan informasi dan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang — undangan.
Pasal 20
1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
terdiri atas:
a. jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
b. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah
{2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menghubungkan antar simpul jaringan
Intra Pemerintah. Tetap
3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi untuk menghubungkan jaringan
komunikasi, data seluruh Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pusat
herbasis suara, video, teks, data dan sinyal elektronik lainnya.
4) Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Intra dan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika
Pasal 21
1) Gubernur dapat memfasilitasi penyediaan Jaringan Komunikasi nirkabel (wifi) di ruang
publik di Pemerintah Kabupaten / Kota.
-k2) Penyelenggaraan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Tetap
dengan kemampuan keuangan dan/ atau anggaran Pemerintah Provinsi.
3} Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kemunkasi dan informatika.
Pasal 22 Pasat 22 Perbaikan sistematika penulisan Pasal
1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mencakup semua perangkat | (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal | 22 ayat (1) huruf d.
Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) tediri atas: 19 mencakup semua perangkat Teknologi informasi dan
a. perangkat keras; Komunikast {TIK) tediri atas:
b. Perangkat iunak; 4. perangkat keras;,
¢. pusatdata; b. Perangkat lunak;
d. disaster recovery centre ¢. pusat data,
e. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan d. disaster recovery centre
f. bandwidth e. perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
2) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagaimana dimaksud pada ayat f. bandwidth
(1) terdiri dari semua peralatan pendukung SPBE yang terdiri atas : @) Tetap
a. server; (3) Tetap
b. komputer;




router dan switch;

unit power suplay (UPS);

media koneksi jaringan;

ruang pusat data serta perangkat pendukungnya; dan
g. ruang network operation centre/ command centre sebagai pengendali atau monitoring

Pusat Data.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan, operasional, fasilitasi
dan pemeliharaan Infrastrukiur SPBE sebagaimana dalam Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21
dan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

e oo

1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat difasilitasi oleh
Pemerintah Provinsi.

2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat penyimpanan data
yang berbasis elekironik, berfungsi untuk:
a. mengelola kelancaran layanan dan infrastruktur SPBE;
b. mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi Pemerintah

Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra; dan

¢. mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing — masing.

3} Pusat Data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terhubung dengan Pusat Data
Nasional dan/ atau Pusat Data Daerah Kabupaten / Kota serta Mitra.

4) Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Mitta yang menitipkan data dalam
Pusat Data Provinsi, wajib membuat MoU dan Berita Acara Serah Terima.

(5) Ketentuan lehih lanjut mengenai tatacara dan penyimpanan data di Pusat Data Provinsi
diatur dan oleh Gubernur.

(1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
Ayat (1) huruf ¢ dapat difasilitasi oleh Pemerintah
Provinsi.

2} Tetap

{3 Tetap

@ Tetap

) Tetap

Bagian Ketujuh Bagian Ketujuh Perbaikan rujukan pasal -
Pusat Data Pusat Data
Pasal 23 Pasal 23

Pasal 24

Disaster recovery centre sebagaimana dimaksud dalam-Pasal 23 Ayat (1) huruf ¢ merupakan
backup data untuk menjamin keamanan data Ketika terjadi bencana alam atau kondisi force
majeur di Daerah '

Pasal 24
Disaster recovery centre sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 Ayat (1) huruf d merupakan backup data untuk
menjamin keamanan data Ketika terjadi bencana alam atau
kondisi force majeur di Daerah.

Perbaikan sistematika penulisan dan
rujukan pasal

Pasal 25

(1) Pusat Data dan Disaster recovery centre sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 24
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika.

2) Penyelenggaraan Pusat Pata dan Disaster recovery centre oleh Pemerintah Provinsi
didasarkan pada kelaikan operasional dari Kementerian Kominfo R! dan keamanan
informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tetap

Bagian Kedelapan
Sistem Elekfronik
Paragraf 1
Umum




Pasal 26
1) Penyelenggaraan Sistemn Elektronik, terdiri atas:
a. penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik dan;
b. penyelenggaraan Sistem Elekironik untuk administrasi pemerintahan.

2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan SPBE dengan
memanfaatkan TIK.

{3) Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk administrasi pemetintahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan kepada internal Pemerintah Provinsi sebagai

pengguna layanan SPBE dengan memanfaatkan TIK,

Tetap

Pasal 27
Perangkat Daerah penyelenggara Sistem Elekironik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika. -

Tetap

Pasal 28 ,
Sistem Elektronik yang diselenggarakan oieh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, secara periodik di lakukan iventarisasi, monitoring dan evaluasi dari

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
nformatika.

Tetap

Parag.raf 2
Dokumen dan informasi elektronik

Pasal 29

1) Setiap Perangkat Daerah menggunakan dokumen elektronik dan informasi elektronik

sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang - undangan
(2) Dokumen elekironik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1}, menggunakan tanda tangan
elektronik sesual ketentuan perundang - undangan
(3) Pengelolaan dokumen elektronik dan informasi elektronik, serta tanda tangan elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
{4) Layanan administrasi pemerintahan dan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi yang
diselenggarakan melaiui Jaringan Intra Pemerintah dan Jaringan Komunikasi pubiik,
menggunakan Sertifikat Elektronik.

Tetap

Paragraf 3
Integrasi Sistem Elektronik

Pasal 30
1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan mengintegrasikan dan menghubungan ke
dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
2} Pemerintah Provinsi menerapkan integrasi layanan SPBE yang ddidasarkan pada
rencana induk SPBE pemerintah daerah.

Tetap

Bagian Kesembilan
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi




Pasal 31

1} Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri atas:
a. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum; dan
b. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana-dimaksud dalam ayat Tetap -
(1), dilakukan setelah mendapat. pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang aparatur negara.

{3} Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan
Pemerintah Provinsi, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

Pasal 32

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika melakukan pemetaan dan inventarisasi proses bisnis aplikasi umum dan
aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi dalam rangka keterpaduan dan
efisiensi.

2) Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Tetap
Umum dan Aplikasi Khusus dalam penerapan layanan SPBE kepada Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE,
diatur oleh Gubernur.

Bagian Kesepuluh
Keamanan SPBE
Paragraf 1
Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Pasal 33 Tetap

{1) Gubernur menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah
Provinsi

(2) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a, penetapan kebijakan pengamanan informasi;

b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;

¢. pengamanan SPBE dan pengamanan informasi non elektronik; dan

d. penyediaan layanan keamanan informasi dengan membentuk Government ~
Computer Sercurity Incident Response Team (G-CSIRT) Pemerintah Provinsi.

(3) Penetapan anggota dan ketentuan lebih lanjut mengenai Government — Computer
Sercurity Incident Response Team Pemerintah Provinsi sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) huruf d ditetapkan Gubernur

4) Penetapan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a dilakukan dengan:

a. menetapkan rencana strategis pengamanan informasi;
b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
¢. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.




(5) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3} huruf a, terdiri atas:

a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi;
dan

b. petarencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran
dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai.

{6) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a dan ayat (4), diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daetah.

{7) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3} huruf b, memuat:

a. desain keamanan perangkat TIK dan keamanan jaringan;
b. infrastruktur keamanan perangkat TIK dan keamanan jaringan; dan
c. aplikasi keamanan perangkat TIK dan keamanan jaringan,

{8) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ paling kurang terdiri atas:

a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
b. keamanan atas kontrol;

c. keamanan data dan informasi;

d. keamanan sumber daya manusia;

e. keamanan jaringan;

f. kemananan surat dan dokumen elektronik;
g. keamanan pusat data; dan/ atau

h. keamanan komunikasi.

9) Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemetintahan bidang Persandian.
Paragraf 2
Penerapan Keamanan SPBE
Pasal 34

1) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup
penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan Tetap
(nonrepudiation} sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan Aplikasi
SPBE.

(2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang — undangan.

3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian
melakukan pengendalian dan pengawasan dalam rangka peherapan Keamanan SPBE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi,

Pengamanan SPBE, Pengamanan Informasi Nonelekironik dan Penyediaan Layanan

Keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi, diatur dan ditetapkan Gubernur. Tetap




(1)

Bagian Kesebelas
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Bagian Kesebelas
Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Perbaikan redaksional Pasal 36 ayat

(6).

manajemen keamanan informasi;

manajemen data;

manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
manajemen sumber daya manusig;

poooTmw

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan Manajemen SPBE
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur,

Setiap Perangkat Daerah wajib menyiapkan dan menyediakan sumber daya manusia | (1) Tetap
bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan |(2) Tetap
ketentuan peraturan perundang — undangan. (3) Tetap
2} Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan penguatan ((4) Tetap
dan peningkatan kapasitas secara terencana yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah |(5) Tetap
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya |{6) Ketentuan mengenai program, materi, persyaratan
manusia. : peseria dan tata cara penguatan dan peningkatan
(3) Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud sumber daya manusia bidang komunikasi dan
pada Ayat (2) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan informatika sebagaimana dimaksud pada Pasal (3)
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
4) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi aparatur sipil '
negara dan/ atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja.
(5) Penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan
infarmatika meliputi :
a. pendidikan dan pelatihan;
b. himbingan teknis;
c. sertifikasi dalam rangka pengembangan keahlian dan kompetensi; dan
d. ketja magang. _
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program, materi, persyaratan peserta dan tata cara
penguatan dan peningkatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika
sehagaimana dimaksud pada Pasal (3) diatur Gubernur,
BABIV BAB ili Perbaikan urutan bab dan perbaikan
PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN AUDIT SPBE - PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN AUDIT SPBE redaksional ayat (7).
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Pelaksanaan Manajemen SPBE Pelaksanaan Manajemen SPBE
, Pasal 37
1} Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Pasal 37
Pemarintah Provinsi. (1) Tetap
2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) adalah serangkatian proses | (2) Tetap
untuk pencapaian penerapan SPBE yang efektiv, efisien dan berkesinambungan serta | (3) Tetap
tayanan SPBE yang berkualitas. (4) Tetap
{3) Manajemen SPBE meliputi: (5) Tetap
manajemen resiko; {6) Tetap




(4)

f.  manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h.  manajemen layanan SPBE.

Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku untuk

- semua Perangkat Daerah.

a. layanan administrasi pemetintahan berbasis elekironik; dan
b, layanan publik berbasis elektronik.

5} Riviu, evaluasi dan tindak [anjut Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud
pada Ayat (4) dilakukan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dan/
atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan.
(8) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan standar dan ketentuan peraturan perundang — undangan.
7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Manajemen SPBE diatur dan ditetapkan
Gubernur.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Audit SPBE
Pasal 38
(1) Audit SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga
pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. ,
2) Audit SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pemeriksaan/evaluasi secara sistematis dan obyektif guna memberikan nilai tambah atau Tetap
peningkatan kinerja SPBE Pemerintah Provinsi
3) Audit SPBE Pemerintah Provinsi meliputi :
a. infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem
penghubung layanan;
b. aplikasi SPBE; dan
¢. keamanan SPBE.
{5) Pelaksanaan Audit SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan selambat — lambatnya dan / atau paling kurang 2 tahun sekali.
BABV BAB IV Perbaikan urutan bab
LAYANAN SPBE LAYANAN SPBE
Bagian Kesatu Bagian Kesatu
Umum Umum
Pasal 39 Pasal 39
1) Penyelenggaraan layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri
atas: Tetap




(2)

3)

4)

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elekironik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam
rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Provinsi.
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diselenggarakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi,
Penerapan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi, dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika. : :

Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat {1) yang diterapkan oleh Pemerintah
Provinsi dikoordinasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang aparatur negara dan mengikutsertakan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.

1)

2)

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elekironik

Pasal 40

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 Ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang
perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian,
kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan harang milik daerah dan/ atau milik negara,
pengawasan internal ferkait pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, kinerja pegawai
dan layanan lain sesuat dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan

mengutamakan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a.

Tetap

(1

3)

4)

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elekfronik

Pasal 41
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf
b, meliputi layanan yang mendukung sekfor pendidikan dan pengajaran, kesehatan,
kependudukan, informasi dan dokumentasi publik, Satu Data Indonesia Pemerintah
Provinsi, perizinan, jaminan sosial, kewirausahaan, perizinan, lingkungan hidup,
perbankan, perhubungan, energi dan sumber daya alam, lingkungan hidup,
kebencanaan, perhubungan, pariwisata, pengaduan, informasi dan komunikasi publik,
ketengakerjaan, JDIH dan sektor strategis lainnya.
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah Provinsi.
Layanan publik berbasis elekironik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud alam Pasal 31 ayat (1) huruf a
Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah

Provinsi dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (1) b.

Tetap




(5)

Bagian Keempat
Pengembangan Provinsi Digital

Pasal 42
Pemerintah Provinsi mengembangkan Provinsi Digital dalam layanan SPBE.
Dalam pengembangan Provinsi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubemur
membangun ekosistem meliputi urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi
Pembangunan dan pengembangan ekosistem provinsi digital sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
Pembangunan dan pengembangan ekosistem provinsi digital sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) paling kurang meliputi infrastruktur, layanan SPBE, Sumber Daya Manusia
sesual dengan tahapan dan kemampuan keuangan dan/ atau anggaran Permintah
Provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Provinsi Digitali sebagaimana dimaksud pada: ayat (1)
diatur dengan peraturan gubernur.

Tetap

1)
(2)
3)

(4)

5)

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan Lembaga Pendidikan

Pasal 43

Masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pendidikan dapat berpartisipasi dalam

penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi

Partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) masuk dalam keanggotaan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:

a. memberikan data dan informasi -yang bermanfaat terkait pembangunan dan
pengembangan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;

b. melakukan pengawasan dan f atau pelaporan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;

Partisipasi pelaku usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:

a. memberikan data dan informasi yang bermanfaat terkait pembangunan dan
pengembangan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;

b, memberikan dukungan terhadap pemanfaatan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;

¢. mengembangkan sistem digital dalam operasi perusahaan;

d. memberiKan nilai tambah ekonomis dan produktifitas dari layanan SPBE Pemerintah
Provinsi; dan

e. memberikan dukungan pembangunan dan pengembangan jaringan dan/ atau akses
komunikasi dan informasi di seluruh Daerah,

Partisipasi lembaga Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam

hal;

a. memberikan data dan informasi yang bermanfaat terkait pembangunan dan
pengembangan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;

b. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan layanan SPBE Pemerintah Provinsi;

Tetap




c. mengembangkan sistem digital dalam proses operasi dan pembelajaran: dan

d. memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM, literasi dan
kecakapan digital masyarakat.

Bagian Keenam
Sinergitas, Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 44
(1) Pemerintah Provinsi mengembangkan sinergitas, kerfasama dan kemitraan dalam rangka
penyelenggaraan SPBE sesuai ketentuan dan peraturan perundang - undangan

2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1} untuk meningkatkan keterpaduan
program dan layanan SPBE

3) Sinergitas dilakukan dengan Pemetintah Pusat.
4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dengan:
a. pemerintah dasrah/ negara bagian yang setara dengan provinsi di negara lain dalam

koridor kerjasama sister province atau kerjasama lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang — undangan ;

kepolisian;
pemerintah daerah provinsi lainnya;
pemerintah daerah kabupaten / kota dalam provinsi
pemerintah daerah kabupaten / kota di provinsi lain
pemerintah desa;
pelaku usaha; dan
asosiasi/ lembaga lainnya.
5) Kemltraan sebagaimana dimaksud dalam Ayat {1} dilakukan dengan;
a. lembaga pendidikan;
b. lembaga pelatihan;
¢. lembaga penelitian; dan
d. pihak lainnya sesuai kebutuhan.
{6) Bentuk kerjasama dan kemitraan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;
penyediaan infrastruktur;
pembangunan dan pengembangan aplikasi;
pembangunan dan pengembangan layanan publik berbaSIS elektronik;
pembangunan dan pengembangan ekosistem ekonomi digital di daerah;
pembinaan, pelatihan Sumber Daya Manusia;
pemenuhan kebutuhan data dan informasi;
g. dukungan tenaga ahli bidang komunikasi dan informatika;
7} Sinergitas, kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan

SO e R0
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Tetap

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 45
{1) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE, bersumber dari:

BABYV
PEMBIAYAAN
Pasal 45
Pembiayaan penyelenggaraan SPBE hersumber
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

dari

Perbaikan urutan bab dan redaksicnal
sesuai saran penyempurnaan,




a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
¢. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang — undangan.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b,
diberikan prioritas anggaran khusus dalam semangat percepatan transformasi digital.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 46

{1)Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam
penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi

(2) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Gubernur melakukan pembinaan kepada
Pemerintah Kabupaten/ Kota.

{3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

a. Fasilitasi, meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika; dan

2. pengembangan aplikasi.

konsulasi;

bimbingan;

supervisi;

pelatihan;

sertifikasi; dan

peningkatan kesadaran.

4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring
dan evaluasi :

{5) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengah ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika

(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilakukan oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"0 o0T
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BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

Tetap

Perbaikan urutan bab

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47
Peraturan pelaksanaan, tata kelola, penyelenggaraan sistem elektronik, infrastruktur,
layanan SPBE (aplikasi), kerjasama kemitraan Perangkat Daerah yang sudah ada pada saat
betlakunya Peraturan Daerah ini dapat tetap beriaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini.

BAB Vil
KETENTUAN PERALIHAN

Tetap

Perbaikah urutan bab

Pasal 48
Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Provinsi yang meliputi peraturan pelaksanaan,
perencanaan, program dan kegiatan, anggaran, infratrukiur tata kelola, penyelenggaraan
sistern elektronik, manajemen layanan SPBE {(aplikasi} dan kerjasama kemitraan dengan
pihak lain oleh Perangkat Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku
dan dalam jangka waktu paling lama 1 {satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan
Daerah ini.

Tetap




BAB 1X BAB VIII Perbaikan urutan bab
KETENTUAN PENUTUP KETENTUAN PENUTUP
Pasat 49
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Pasal 4%
Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis
Teknologi, Informasi dan Komunikasi {Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2018 Nomor 4 seri E, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 50
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 {satu) Tetap
tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Baerah ini.
Pasal 51
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dagrah ini Tetap

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2022
Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

RIDWAN DJAMALUDDIN
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR SERI

Penambahan sesuai

penyempurnaan.

saran

.a.n"Meriteri Dalam Negeri

‘Ph. Direktur Jenderal Otonomi Daerah




PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

muuwmmmmm
Pemeratal Provir Kes, Bangia Badtung Kel. Alr ftam Pangkalpinang 13143
Tedp. [u:mﬂﬂmw&m:;mm Jabesproy _w.quﬂm:_nrl?ﬂmlﬂ
1 diskniminfodibabelproy.go.
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Pangkalpinang, #& Agusius 2021

Kepada
Namar 555/ 5% DISKOMINFO ¥ih Daftar Tefampir
Sifat Penting
Lampiran 1 (satu) Barkas di—
Hal Rapal Pembahasan Rancangan TEMPAT
Paraiuran Dasrah tentang
Sastem Penyelenggsaraan
Pamarintahan Barpasis
Elektronik (SPBE)

Bahwa daiam rmngka penyelenggaraan pemerintahan yand
memantaatkan leknologl informasi dan komurikasi untulk -mamberikan
layanan kepads pengguna SPBE berdasarken Persluran Prasiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 lentang Sistem Pemedintahan
Berbasis Elektronik dan memperhatikan Evalussi Sistem Pamenntahan
Barbasis Elekironik Pemerintah Provins! Kepulsuan Bangka Baftung oleh
Kementerian Pendayagunaan Apamatur Negara dan Reformasi Birokrasi
serta Laporan Hasi Pemerkssan Kinerja ates Efeidivitas Pengelolaan
Sistem Pamerintahan Berbasis Elektronk (SPBE) dalam Penyelenggaraan
Adminisirasi Pemenniahan pads Pemerintah Provins) Kopulaian Bangka
Belitung

Berkenasan dengan hal lersebut. Dinas Komunikas: dan Informatika
skan melaksanakan Rapst Pembshasan Rencangan Persturan Daesah
tontang Sistem Penyelenggaraen Pemennishan Berbasis Eleidronik
(SPBE) Provinsi Kepulausn Bangka Belitung yang dissienggarakan pada

Har/Tanggal Salasa, 24 Agustus 2021
Wakiu 0% 00 WIB 5 d Selesai
Tempat Zoom Meeting

Meeating ID | 896 6060 3227
Passcode RSPBE

Demikan disampaikan, atns parhatian dan kehadirannya divcapkan
larima kasih

KEPALA QU EIMUNIKASE DAN INFORMATIKA
AENELREFILALIAN BANGKA BELITUNG,

Tembusan disampaikan Kepada Yih,
1 Gubsmur Kepulauan Bangka Bellung [sebagsi laporan),
2 Sewrelars Daerah Provins| Kepulauan Bangka Bebtung
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Lampirsn Sural

Kepala Dinas Komurbest dan informatia
Provens Kapulayan Sangks Beldung
hamopr 555/ IDISKOMINFD
Tanggel we Agustus 2021

DAFTAR UNDANGAN

Kepals Dinas Komunikas) dan informatika Provins) Kepulauan Bengka Bailung.
Sehretans Dewan Parwakiian Rakyat Daerah Provins| Kepulsusn Bangka Balitung,
Kapala Bro Hukum Sekratanst Daerash Proving Kepulausn Bangka Belitung,

Rekior lnstitut Samns dan Bisnis Atma Lubur,

th Rio Armada Agustian, SH. MH (Dosen Fokultas Hukum Universitas Banghks
Balifung)

Sekretaris Dinas Komunikast dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
Kepala Bidang Informas: dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan informatike
Provins: Kepulauan Bangka Balitung,

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikas: dan
informatika Provins Kepulsuan Bangka Balrung,

Kepala Bidang E-Government dan Stetistik Dinas Komunikasi dan Informalika
Provinal Kepuisuan Bangka Beftung,

Kepala Seks| Evaluzsi dan Audi Persandian dan Keamanan Informas: Dinas
Komunikasl dan Informatika Provinsl Kepulauan Bangka Beliturg,

Hapala Seks| Tatn Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Koemunikas
dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Balitung.

Kepals Seks Layanan Persandian dan Keamanan Informas: Dinas Komunikasi dan
Informatika Provins Kepulausn Bangks Belltung,

Kepala Seksi Stalistk Dinas Komunikas: dan Informatika Provins: Kepulauan Bangka
Balitung,

Kepala Seksl Infrastrukiur dan Tekpologl Dinas Komunikasi dan Informstika Provins
Kapitauan Bangka Baldung,

Kepata Seks: Aplikasi dan Pemberdeyaan TIK Dings Komunikasl dan Informatiks
Provinsi Kepulsuan Bangka Befitung,

ERIK PAMU SINGGIH NASTOTO, SE (Analis Kebiakan Ahli Muda) Dinas
Komunikas: dan Informatike Provins: Kepulaugn Bangka Balitung,

ERMAN ARIF, ST (Pranata Komputer Ahli Muda) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provingi Kepulauan Bangka Beltung,

ANDRIANSYAH, S.Kom (Pranata Komputer Ahll Muda) Dinas Komunikasl dan
Informatika Provinai Kepulguan Bangka Baditung,

MIA NUR ILMA ARRAHMAN, SHKom (Pranata Komputer Ahl Muda) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepuolauan Bangka Belitung;

OVl NOVIAN, ST [Analls Sistem Informasi) Dinas Komunikesi dan Informatika
Provins| Kepufauan Bangika Belitung,

RISWANTO, AMd (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Balitung
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¥ PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
‘t'\,".\:&;ﬁ"*"* Kompleks Perkantoran dan Pemubkiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangla Belituny

Telp. (0717) 433544 Pax. (U717) 433540
E-mail : hunas@dprd-babelprov.go.id, humus.dprdbabel@gmail.com | Website @ dprd-b: mlulpru\ go.dd

Pangkalpinang, 3 Juni 2022

Nomor CAge [Goo JDPRD Kepada
Sifat To- Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Lampiran : - Belitung
Perinal : Mendampingi Kunjungan Kerja Di -
: Pansus DFRD Pangkalpinang
ﬁ'\l.am r:\nnlf a n\unrl:.n-:Hr:un mfnrrn::m ri"an m,:mnlf‘\q c_’oh :n,n It-‘ 20 Ozl
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Pembahasan Rancanqan Peraturan Daerah tentang Slstem Pemermtulw
Berbasis Elektronik, maka dengan ini disampaikan bahwa Pansus akar
melaksanakan Kunjungan Kerja dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Kamis/23 Juni 2022

Pukul :10.00 WIB s.d Selesai

Tempat : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Kominfo RI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara
Gubernur agar menugaskan Kepaia Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Banglka Belituny
untuk dapat mendampingi kunjungan Kkerja Pansus DPRD dimaksud serts
menyiapkan data-data yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasarnanya di ucapkan
terima kasih.

Tenbusan GiseMpikan kepada Yih @
1. Felud Ponsus Kenperda tentang Sistem Pemenntahan 13erbssis Clekironik Provinsi Kepulauan Bdllg‘ﬂ Belitung;
Kepole LishUnintu Provinst Kepuladen Bangkea Behlung;

e

3. Kepale Biro Hukum Setdd. Proving Kepulauan Bangka Beliung; \
Louiasd Pelsun

Suziw Hwailo, 311 Udl 171748833

nndy Wiaya, SH UB 1278244992

Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pulau Lepar Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang 33149
Telp. (0717) 4262142 Web: http:/fkominfo.babelprov.go.id Fax. (0717) 4262143
Email : kominfo@babelprov.go.id

Pangkalpinang, ©/ Oktober 2021

Kepada
Nomor : 555/ ",# IDISKOMINFO Yth. Daftar Terlampir
Sifat . Penting
Lampiran  : 1 (satu) berkas di—
Hal - Advokasi Rancangan Naskah TEMPAT

Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membenkan
layanan kepada pengguna SPBE berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung perlu mengevaluasi dan mengkaji secara hukum atas unsur-unsur
dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi,
Informasi dan Komunikasi dan Rencana Induk TIK 2019 - 2023 yang sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kehadirannya dalam
Rapat Advokasi Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan

pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 22 Oktober 2021
Waktu - Pukul 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat . Ruang Pertemuan Lantai Il Gedung Data Center
Dinas Komunikasi dan Informatika
. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

A A S KPS TR

Dipindai dengan CamScanner



Lampiran |

Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Beltung

Nomor : 555/ /DISKOMINFO

Tanggal Oktober 2021

DAFTAR UNDANGAN

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:
Kepala Biro Hukum Sekretanat Daerah Provinsi Kepulzuan Bangka Belitung.
Rektor Institut Sains dan Bisris Atma Luhur,
Wakil Rektor 3 Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur,
Dr. RIO ARMADA AGUSTIAN, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universias
Bangka Belitung);
7. RAHMAT ROBUAN, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka
Belitung);
8. WIRAZILMUSTAAN, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka
Belitung);
. Sekretans Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informas: Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
12. Kepala Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
13. Kepala Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
14. Kepala Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
15. Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
16. Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;
17. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
18. Kepala Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
19. ERIK PAMU SINGGIH NASTOTO, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
i 20. RIKA HARTATI, S.IP, MM (Analis Kebijakan Ahli Madya) Badan Perencanaan

i Pembangunan Peneltian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
] Belitung.

S e o
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Dipindai dengan CamScanner



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Pemukinian Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauwan Buangka Belitunyg

. Telp. (U717) 433544 Fux. (0717) 433540 |
l-mail : 11unms@{lpnl-bul)ulprm'.gu.il.i, humas.dprdbabel@gmail.com | Website @ dprd-babelprov.go.ad
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Pangkalpinang, ()1 Juni 2022

Nomor  : [J0/ {Fr /DPRD Kepada
Sifat 8 Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Lampiran : - Belitung
Perihal . Mendampingi Kunjungan Kerja Di -
. Pansus DPRD Pangkalpinang

Nalam rannka mendanatkan infarmaci Aan maciilkan cahanai hahan .d:;l::.m

b N IO D B ) A l':’l\l..l I.|l'h....|iuu',,r|..|.|.\_u|. TR R R R I I s T R e Ly RN R _i"h-.-l-...u"hl:.JUt [ I T I B S N

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, maka dengan ini disampaikan bahwa Pansus akar
melaksanakan Kunjungan Kerja dengan jadwal kegiatan sebagai berikut .

Hariﬁanggal : Selasa/07 Juni 2022

Pukul :10.00 WIB s.d Selesai

Tempat . Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen
Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri
RI.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara
Gubernur agar menugaskan Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
untuk dapat mendampingi kunjungan kerja Pansus DPRD dimaksud serta
menylapkan data-data yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan
terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yih :
1. Ketya Pansus Ranperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kepulauan Bangk Belitung;
2. Kepala Diskorminfo Provinst Kepulauan Bangka Belitung;

3. Kepala biro Hukum Setda. Provinsi kepulauan Bangka Belitung;

Countuct Person )
Susilo Huriamo, SH 08117178833
Audy Wyaya, 5H 081278244992

Scanned by TapScanner




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. (0717) 433544 Fax. (U717) 433540
[-mail : humas@dprd-babelprov.go.id, humas.dprdbabel@gmail.com I Website : dprd-babelprov.go.id
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Pangkalpinang, (% April 2022

Nomor : 180 / %€4/DPRD Kepada
Sifat I Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Lampiran : - Belitung
Perihal  Mendampingi Kunjungan Kerja Di -
. Pansus DPRD Pangkalpinang

Dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan sebagai bahan dalam
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, maka dengan ini disampaikan bahwa Pansus akan
melaksanakan Kunjungan Kerja dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Selasa/26 April 2022

Pukul : 10.00 WIB s.d Selesai

Tempat . Dinas Komunikasi dan Informatika
MiclaminfAa) Drviinei Cihimatara Caolatran
\UlJ“U|IIIJIIUJ FIUviIiLIiDD QUliiaguvci ad Jwiduadl s

Hari/Tanggal : Rabu/27 April 2022

Pukul :  10.00 WIB s.d Selesal

Tempat . Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi
Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara
Gubernur agar menugaskan Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

untuk dapat mendampingi kunjungan kerja Pansus DPRD dimaksud serta
menyiapkan data-data yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan
terima kasih.

Tembusan disainpaikan kepada YU ;

1. Ketua Pansus Ranperdd lentang Sistem Pemenntahan Berbasis Elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Diskominfo Provingi Kepulauan Bangka Belitung; ?

3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Contact Persun :
Susilo Hartanio, SH -UB117178833
Andy Wyaya, SH (081278244992

Scanned by TapScanner



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. (0717) 433544 Fax. (0717) 433540
F-mail : humas(@ dprd-babelprov.go.id, humas.dprdbabeli@gmail.com | Website : dprd-babelprov.go.id

Pangkalpinang, [3 Mei 2022

Nomor . \dp / 4{88 /DPRD Kepada
Sifat Do- Yth. Gubernur Kepulauan Bangka
Lampiran : - Belitung
Perihal :  Mendampingi Kunjungan Kerja Di -
: Pansus DPRD Pangkalpinang

i [ cohanai hahan Aalam
Dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan sepagal banan taiadm

D
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, maka dengan ini disampaikan bahwa Pansus akan
melaksanakan Kunjungan Kerja dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Senin/23 Mei 2022
Pukul : 10.00 WIB s.d Selesali

Tempat - Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Provinsi Jawa Barat.

Hari/Tanggal : Selasa/24 Mei 2022
Pukul :10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : UPTD Pusat Layanan Digital Data dan

Informasi GeospPasial (Command Center)
Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
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Gubernur agar menugaskan Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
untuk dapat mendampingi kunjungan kerja Pansus DPRD dimaksud serta
menyiapkan data-data yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan
terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Pansus Ranperda tentang Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,;

3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,;

Contact Person :
Susilo Hatanto, SH -0B117178833
Andy Wijaya, SH - 081278244992
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nompleks Perlantoran dan Pemukiman Terpadu Penevintal Provinsi Kepaliawan Bangla Belicuny
Telp, (U717) 433544 Fax. (1717) 433540
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Pangkalpinang, 3 Juni 2022

Nomor YLy /(.U'}. JDPRD Yth. Kepada _
Sifat ¢ o= Gubernur Kepulauan Bangka Belituny
Lampiran - Di -

Perihal . Undangan Rapat Pembahasan Pangkalpinang.

_— T e Ty eep——

Ranpeida {entang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam Rangka mendapatkan informasi dan masukan sebagai baharn
dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik maka dengan ini disampaikan bahwa
Pansus akan melaksanakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Dacrah
tersebut, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

Hari/Tanggal : Rabu/22 Juni 2022

Pukul + 09.00 WIB s.d Selesai.

Tempat : Ruang Rapat Banmus DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.

Agenda : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daecrah

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kiranya Sauduri
Gubernur dapat menugaskan :
1. Kepala Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

untuk mengikuti rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Dacrah

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menyiapkan data-data
yang diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan
terima kasih.
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Lo Rewa Pabisus Raperda teatang Pengendalian Kepentuduhan dan Pembangunan Keluarga Kebulauan Bangka Belltung;
2 RCRdie Doaguiitu Pravaus Kepulauait Bangha Dellang; ‘ -

Ropaia Liu tanand Seldd. Provins Kepulauan Baigia Lelitung

Cantadt Persan
Sesidy artanwo, Sn S 08117178433
Aody Vejdyd, S 1001276244992
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pulau Lepar Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang 33149
Telp. (0717) 4262142 Web: http://diskominfo.babelprov.go.id Fax. (0717) 4262143
Email : diskominfo@babelprov.go.id

Pangkalpinang, 2¢ Agustus 2021

Kepada
: 555/ 565 /DISKOMINFO Yth. Daftar Terlampir
. Penting
: 1 (satu) Berkas di—
: Rapat Pembahasan Rancangan TEMPAT

Peraturan Daerah tentang
Sistem Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada pengguna SPBE berdasarkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan memperhatikan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
serta Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika
akan melaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat . Zoom Meeting

Meeting ID : 896 6060 3227
Passcode : RSPBE

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan
terima kasih.

KEPALA DINASKQMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROYINS I ROE AL A
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Tembusan disampaikan Kepada Yth.
1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
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Lampiran Surat

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 555/ §65 /DISKOMINFO
Tanggal: e Agustus 2021

DAFTAR UNDANGAN

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Rektor Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur;

Dr. RIO ARMADA AGUSTIAN, S.H.,, MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas
Bangka Belitung);

RAHMAT ROBUAN, S.H., M.H (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka
Belitung);

WIRAZILMUSTAAN, SH., MH (Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka
Belitung);

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Seksi Evaluasi dan Audit Persandian dan Keamanan Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Seksi Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi
dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

Kepala Seksi Aplikasi dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

ERIK PAMU SINGGIH NASTOTO, SE (Analis Kebijakan Ahli Muda) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

ERMAN ARIF, ST (Pranata Komputer Ahli Muda) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

ANDRIANSYAH, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

NIA° NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom (Pranata Komputer Ahli Muda) Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

OVI NOVIAN, ST (Analis Sistem Informasi) Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

RISWANTO, A.Md (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan) Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



vy PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

@ DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pulau Lepar Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang 33149
Telp : 0717 —426 2141 Web : http://kominfo.babelprov.go.id
Fax : 0717 —426 2143 email : kominfo@babelprov.go.id

Pangkalpinang, 15 September 2022

Kepada
Nomor . 005/11/UND/DISKOMINFO/2022 Yth. Daftar Terlampir
Sifat . Penting
Lampiran : -
Hal . Workshop Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang SPBE
di -
Pangkalpinang

Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu dilakukan koordinasi guna penyelarasan
dan penyempurnaan materi muatan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, akan diselenggarakan Workshop Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah SPBE, dengan peserta terdiri dari OPD terkait dan Tim
SPBE Provinsi Domain Kebijakan. Acara tersebut dilaksanakan secara daring melalui
aplikasi Zoom Meeting pada :

Hari/Tanggal : Kamis /15 September 2022

Waktu . 13.00 WIB s.d selesai

Link . https://us02web.zoom.us/j/891679415787
pwd=0UdGMWhgcUNEWmMt5QnJiQkdKNXRNdz09

Meeting ID : 8916794 1578

Passcode : 251641

Diharapkan kepada Bapak/Ibu untuk dapat berkenan hadir pada acara Workshop
tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saudara Aris Gunawan, ST (No.
Kontak : 0822-6921-1272).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

NIP. 196409151990021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Lampiran Surat
Nomor : 005/11/UND/DISKOMINFO/2022
Tanggal : 15 September 2022

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung;

3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

6. Kepala Bidang E-Government dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

8. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

9. Kepala Subkoordinator Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

10.Kepala Subkoordinator Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

11.Kepala Subkoordinator Evaluasi, Audit Persandian dan Keamanan Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

12.Kepala Subkoordinator Layanan Persandian dan Keamanan Informasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

13.Kepala Subkoordinator Infrastruktur dan Teknologi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

14.Kepala Subkoordinator Aplikasi dan Pemberdayaan TIK Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

15.Kepala Subkoordinator Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

16.Kepala Subkoordinator Pengelola Media Publik Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

17.Kepala Subkoordinator Pengelola dan Penyediaan Informasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

18.Kepala Subkoordinatot Komunikasi Publik dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



19.Erik Pamu Singgih Nastoto, SE. Analis Kebijakan Muda Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Dr. Drs. Sudarman, M.M.S.I.
196409151990021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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